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"Pendanaan politik yang bertanggung jawab secara lingkungan dapat mempro-
mosikan keberlanjutan dan melindungi sumber daya alam yang esensial." - Jones, 
2020. 

 

Sebentar lagi kita akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak. 
Peristiwa politik ini tentu menarik perhatian dan sudah banyak analisa dan pendapat 
mengenai hal ini. Namun nampaknya perlu juga kita membahas mengenai Pilkada atau 
Pemilihan Kepala daerah seindonesia ini dari sudut pendanaan, khususnya Green 
Financing atau Pendanaan hijau.  

Seperti kita ketahui, pendanaan memainkan peran krusial dalam dunia politik, 
terutama dalam konteks kampanye pemilihan umum ataupun Pilkada. Dana yang 
cukup memungkinkan calon politikus untuk mengorganisir kampanye yang efektif, 
mencakup biaya iklan, logistik, dan kegiatan kampanye lainnya. Tanpa pendanaan yang 
memadai, sulit bagi calon untuk menyebarkan visi dan misinya kepada pemilih. 

Kampanye politik yang didanai dengan baik memungkinkan calon untuk menjangkau 
lebih banyak pemilih, mengkomunikasikan platform mereka secara lebih efektif, dan 
meningkatkan peluang mereka untuk memenangkan pemilihan. Selain itu, pendanaan 
yang cukup juga memungkinkan calon untuk mempekerjakan staf kampanye yang 
terampil dan berpengalaman, yang dapat meningkatkan strategi kampanye mereka. 

Tak dapat disangkal, pendanaan adalah darah kehidupan politik modern. Tanpa sumber 
daya finansial yang memadai, bahkan kandidat yang paling menjanjikan pun bisa gagal 
menarik perhatian pemilih.1 

Meskipun pendanaan kampanye sangat penting, sumber dana yang tidak ramah ling-
kungan dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Pendanaan dari perusahaan 
yang terlibat dalam praktik-praktik yang merusak lingkungan, seperti pertambangan 
atau deforestasi, dapat mempengaruhi kebijakan calon yang terpilih, yang pada gili-
rannya dapat merusak lingkungan lebih lanjut. 

Ketika calon politikus menerima dana dari sumber yang tidak ramah lingkungan, mere-
ka mungkin merasa berkewajiban untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan 
penyandang dana tersebut. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan mem-
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buat calon tersebut kurang responsif terhadap isu-isu lingkungan. Akibatnya, kebijakan 
yang dihasilkan bisa jadi mengabaikan keberlanjutan dan merugikan upaya pelestarian 
alam. 

Dalam hal ini jelas sekali bahwa pendanaan kampanye dari sumber yang merusak 
lingkungan dapat mengarah pada kebijakan yang tidak memperhatikan keberlanjutan 
dan merugikan masa depan lingkungan kita.2 Dan hal ini tentu saja harus kita hindari.  

Green financing, atau pendanaan hijau, merujuk pada penggunaan dana yang berasal 
dari sumber yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Ini 
mencakup investasi dalam proyek-proyek yang mendukung energi terbarukan, 
pengelolaan limbah yang baik, konservasi hutan, dan inisiatif ramah lingkungan lainnya. 

Dalam konteks politik, green financing sangat penting karena memungkinkan calon 
politikus untuk menjalankan kampanye tanpa harus bergantung pada dana dari sumber 
yang tidak ramah lingkungan. Dengan menerima dana dari sumber yang mendukung 
keberlanjutan, calon politikus dapat mempromosikan kebijakan yang ramah lingkungan 
tanpa khawatir akan konflik kepentingan. Hal ini juga membantu membangun citra 
positif di mata pemilih yang peduli terhadap isu lingkungan. 

Dari sini kita dapat melihat hubungan sangat erat antara Pendanaan Hijau dalam politik 
dengan usaha kita untuk melindungi lingkungan kita karena Green financing tidak hanya 
mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memperkuat legitimasi politik calon 
kepala daerah, karena mereka menunjukkan komitmen nyata terhadap masa depan 
yang lebih hijau.3  

Dengan memahami pentingnya pendanaan dalam politik, dampak negatif dari 
pendanaan yang tidak ramah lingkungan, dan peran penting green financing, kita dapat 
mendorong praktik pendanaan yang lebih berkelanjutan dalam kampanye politik. Ini 
tidak hanya akan membantu melindungi lingkungan, tetapi juga memastikan bahwa 
politikus yang terpilih memiliki kebebasan untuk mendukung kebijakan yang benar-
benar bermanfaat bagi masyarakat dan planet kita. 

 

Tujuan Artikel 

Dalam artikel ini penulis mau menggali beberapa tujuan yang penting dalam penerapan 
Pembiayaan Hijau di peristiwa politik Pilkada.  

Hubungan antara politik dan green financing merupakan topik yang semakin relevan di 
era modern. Green financing atau pendanaan hijau melibatkan alokasi sumber daya fi-
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nansial untuk proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, 
politik memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan yang mempengaruhi 
lingkungan. Oleh karena itu, memahami bagaimana green financing dapat 
mempengaruhi politik, khususnya dalam pilkada, sangat penting. 

Green financing dapat membantu politikus untuk mendanai kampanye mereka tanpa 
harus bergantung pada sumber pendanaan yang tidak ramah lingkungan. Hal ini 
memungkinkan politikus untuk mempromosikan kebijakan yang mendukung keber-
lanjutan lingkungan, yang pada akhirnya akan menguntungkan masyarakat luas. 

Dukungan finansial yang ramah lingkungan sangat penting bagi calon kepala daerah ka-
rena dapat membantu mereka menjalankan kampanye yang etis dan berkelanjutan. 
Pendanaan yang berasal dari sumber-sumber yang mendukung keberlanjutan 
memungkinkan calon kepala daerah untuk mempromosikan kebijakan yang pro-
lingkungan tanpa khawatir akan konflik kepentingan. 

Dengan dukungan finansial yang ramah lingkungan, calon kepala daerah dapat menun-
jukkan komitmen mereka terhadap pelestarian alam, yang pada gilirannya dapat 
menarik dukungan dari pemilih yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Ini juga 
membantu membangun citra positif dan meningkatkan legitimasi calon di mata publik.4 

Politikus juga dapat menerapkan berbagai kebijakan pelestarian alam yang dapat 
membantu melindungi lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 
Beberapa contoh kebijakan yang dapat diterapkan termasuk pelestarian hutan, 
pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan penggunaan energi terbarukan. 

Misalnya, seorang calon kepala daerah dapat mengusulkan program pelestarian hutan 
yang melibatkan reboisasi dan perlindungan hutan dari deforestasi ilegal. Selain itu, 
mereka dapat mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan 
angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jelas sekali di sini, 
kebijakan pelestarian alam yang efektif dapat membawa manfaat jangka panjang bagi 
lingkungan dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.5 
Green, 2020. 

 

Politik dan Pendanaan dalam Pilkada 

Pendanaan adalah elemen vital dalam kampanye politik karena memungkinkan calon 
untuk menyampaikan pesan mereka kepada pemilih. Dana kampanye digunakan untuk 
berbagai keperluan seperti iklan, logistik, acara kampanye, dan gaji staf. Tanpa 

                                                             
4 White, P. (2022). The Role of Green Financing in Politics. Sustainable Development Journal. 
 
5 Green, L. (2020). Environmental Policies in Local Governments. Green Policy Review. 
 



 

 

pendanaan yang cukup, calon politikus akan kesulitan untuk menjangkau pemilih dan 
mempengaruhi opini publik. 

Pendanaan yang cukup juga memungkinkan calon untuk melakukan riset yang 
mendalam, mengembangkan strategi kampanye yang efektif, dan merespons isu-isu 
yang muncul selama kampanye. Ini memberikan keunggulan kompetitif bagi calon yang 
memiliki sumber daya finansial yang memadai. 

 

Sumber Pendanaan Tradisional vs. Green financing 

Pendanaan tradisional dalam kampanye politik sering kali berasal dari donasi perus-
ahaan besar, termasuk perusahaan yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap 
lingkungan seperti perusahaan tambang dan perusahaan minyak. Sumber dana ini 
dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mempengaruhi kebijakan calon politikus 
setelah terpilih. 

Sebaliknya, green financing berasal dari sumber yang mendukung keberlanjutan ling-
kungan seperti perusahaan energi terbarukan, organisasi lingkungan, dan investor yang 
berkomitmen pada praktik ramah lingkungan. Green financing membantu mengurangi 
dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan bahwa calon politikus dapat 
mendukung kebijakan yang berkelanjutan tanpa terganggu oleh tekanan dari penyan-
dang dana yang tidak ramah lingkungan. Dari berbagai dana yang sudah biasa atau 
secara tradisional digunakan dalam pembiyaan politik, Green financing menawarkan 
alternatif yang berkelanjutan untuk pendanaan kampanye tradisional, memastikan 
bahwa calon politikus dapat mendukung kebijakan pro-lingkungan tanpa konflik 
kepentingan.6 Dan ini merupakan sumber pendanaan yang patut diperhatikan  serta di-
perhitungkan oleh para calon kepala daerah yang memang punya komitmen dalam pe-
lestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.  

 

Contoh: Pendanaan Kampanye melalui Donasi Perusahaan Tambang vs. Donasi 
Perusahaan Energi Terbarukan 

Pendanaan kampanye melalui donasi perusahaan tambang dapat membawa dampak 
negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Perusahaan tambang sering kali terlibat dalam 
praktik-praktik yang merusak lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran air. Ketika 
calon politikus menerima dana dari perusahaan tambang, mereka mungkin merasa 
berkewajiban untuk mendukung kebijakan yang menguntungkan industri tambang, 
meskipun merugikan lingkungan. 
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Sebaliknya, donasi dari perusahaan energi terbarukan seperti perusahaan tenaga surya 
atau angin dapat membantu calon politikus untuk mempromosikan kebijakan yang 
mendukung energi bersih dan keberlanjutan. Dengan menerima dana dari sumber yang 
ramah lingkungan, calon politikus dapat fokus pada kebijakan yang mendukung 
pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan. 

Pendanaan kampanye dari perusahaan energi terbarukan memungkinkan calon 
politikus untuk mempromosikan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, 
mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. Sebenarnya untuk saat ini, dengan momentum isu lingkungan dan energi 
terbarukan sedang menjadi topik penting maka peluang ini nampaknya adalah 
kesempatan bagus bagi para calon pemerintah daerah yang berkomitmen pada 
kelestarian lingkungan untuk mendapatkan keuntungan secara politik.7   

Dengan mengadopsi green financing dalam kampanye politik, calon kepala daerah 
dapat mendukung kebijakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, sekaligus 
membangun kepercayaan dan dukungan dari pemilih yang peduli terhadap isu-isu 
lingkungan. 

 

Tantangan dan Risiko Pendanaan Tidak Ramah Lingkungan 

Pendanaan kampanye yang berasal dari sumber-sumber yang tidak ramah lingkungan, 
seperti perusahaan tambang, minyak, dan gas, dapat membawa berbagai dampak 
negatif terhadap lingkungan. Perusahaan-perusahaan ini sering terlibat dalam praktik-
praktik yang merusak, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta eksploitasi 
sumber daya alam secara berlebihan. Ketika calon politikus menerima dana dari 
perusahaan semacam itu, mereka mungkin merasa berkewajiban untuk mendukung 
kebijakan yang menguntungkan penyandang dana mereka, meskipun kebijakan 
tersebut merugikan lingkungan. 

Sebagai contoh, perusahaan tambang sering kali menyebabkan kerusakan hutan yang 
luas dan merusak ekosistem lokal. Pencemaran air oleh perusahaan minyak dan gas 
dapat merusak sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, 
praktik-praktik ini juga dapat memperburuk perubahan iklim dengan meningkatkan 
emisi gas rumah kaca. 

Tak dapat dipungkiri bahwa pendanaan kampanye dari sumber yang merusak ling-
kungan tidak hanya membawa dampak negatif langsung terhadap ekosistem, tetapi ju-
ga mengikat tangan calon politikus untuk mendukung kebijakan yang tidak berkelanju-
tan.8 
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Pendanaan dari sumber yang tidak ramah lingkungan dapat memiliki dampak jangka 
panjang yang signifikan terhadap kebijakan publik. Ketika calon politikus bergantung 
pada pendanaan dari perusahaan yang terlibat dalam praktik-praktik merusak ling-
kungan, ada risiko bahwa mereka akan memprioritaskan kepentingan penyandang dana 
mereka di atas kepentingan publik dan lingkungan. 

Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan publik yang tidak mendukung keberlanjutan 
lingkungan. Sebagai contoh, politikus yang didanai oleh industri minyak mungkin 
cenderung menolak peraturan yang ketat terhadap emisi karbon atau mendukung 
proyek-proyek energi fosil yang merusak. Ini dapat menghambat upaya untuk mengatasi 
perubahan iklim dan melindungi lingkungan. 

Selain itu, ketergantungan pada pendanaan dari sumber yang tidak ramah lingkungan 
dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat mungkin 
melihat bahwa kebijakan publik lebih menguntungkan perusahaan besar daripada 
melindungi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat umum sehingga ketergantungan 
pada pendanaan dari sumber yang tidak ramah lingkungan dapat mengarah pada ke-
bijakan publik yang tidak berkelanjutan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap 
integritas pemerintah.9 

 

Studi Kasus: Pendanaan Tidak Ramah Lingkungan dan Dampaknya 

Di Indonesia, pendanaan kampanye dari perusahaan tambang telah menjadi isu 
kontroversial. Banyak perusahaan tambang besar terlibat dalam praktik deforestasi 
yang merusak ekosistem hutan tropis yang penting. Misalnya, Beberapa waktu lalu, 
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana 
mengungkap adanya aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal. Atas 
temuan itu, Ivan menegaskan sudah menyampaikan hasil analisisnya kepada Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

“Waktu itu pernah kami sampaikan indikasi dari illegal mining. Dari macam-macamlah,” 
kata Ivan saat diitanya wartawan pada Jumat, 15 Desember lalu. Memang ternyata pen-
danaan kampanye pada Pilpres 2024 ini dari berbagai macam sumber, termasuk 
kegiatan ilegal.10  

Dampak jangka panjang dari pendanaan ini terlihat dalam kebijakan publik yang diambil 
oleh para calon yang terpilih. Mereka cenderung mengeluarkan izin pertambangan baru 
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dan mengurangi regulasi lingkungan untuk mendukung operasi tambang, yang pada gili-
rannya memperburuk kerusakan lingkungan dan menghambat upaya konservasi. 

Kasus pendanaan kampanye dari perusahaan tambang di Indonesia menunjukkan 
bagaimana pendanaan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak kebijakan publik 
dan menghambat upaya pelestarian lingkungan.11  

Pendanaan kampanye yang tidak ramah lingkungan membawa berbagai tantangan dan 
risiko, termasuk dampak negatif terhadap lingkungan dan kebijakan publik yang tidak 
berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi politikus dan pemilih untuk 
lebih memperhatikan sumber pendanaan kampanye dan mendorong penggunaan 
green financing yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kita 
dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan akan melindungi lingkungan 
dan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif. 

 

Green financing dalam Pilkada 

Green financing, atau pendanaan hijau, merujuk pada alokasi sumber daya finansial 
untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan 
lingkungan. Ini mencakup investasi dalam energi terbarukan, konservasi sumber daya 
alam, pengelolaan limbah yang baik, serta proyek-proyek lain yang mendukung peles-
tarian lingkungan. Green financing bertujuan untuk menciptakan dampak positif ter-
hadap lingkungan sekaligus memberikan keuntungan finansial.12 

Green financing juga melibatkan penyaluran dana ke sektor-sektor yang dapat mengu-
rangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan 
teknologi bersih. Hal ini menjadi semakin relevan dalam konteks global yang semakin 
menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. 

 

Prinsip-prinsip Dasar Green Financing 

Green financing didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang memastikan bahwa 
investasi yang dilakukan benar-benar berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. 
Berikut adalah prinsip-prinsip dasar green financing.13 
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Prinsip pertama adalah Keberlanjutan Lingkungan: Investasi harus mendukung proyek-
proyek yang memberikan manfaat lingkungan jangka panjang, seperti pengurangan 
emisi karbon, pelestarian ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam yang 
berkelanjutan. 

Kemudian prinsip Transparansi dan Akuntabilitas: Proyek-proyek yang didanai harus 
memiliki proses pemantauan dan pelaporan yang transparan untuk memastikan bahwa 
dana digunakan sesuai dengan tujuan lingkungan yang telah ditetapkan. Ini termasuk 
pelaporan dampak lingkungan dari investasi tersebut. 

Prinsip penting lainnya adalah Inklusivitas: Green financing harus mendorong 
partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, 
pemerintah, dan sektor swasta, untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai 
memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat. 

Dalam prinsip ini adanya Manfaat Ganda, yakni selain manfaat lingkungan, proyek-
proyek yang didanai juga harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial, seperti 
penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan 
pengembangan ekonomi lokal. 

Juga adanya Mitigasi Risiko Lingkungan,  proyek-proyek harus dirancang untuk 
mengurangi risiko lingkungan, termasuk risiko terkait perubahan iklim, degradasi 
lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. 

 

Contoh Penerapan Green Financing dalam Pilkada 

Dalam konteks pilkada, green financing dapat digunakan untuk mendanai kampanye 
politik calon kepala daerah yang berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Be-
berapa contoh penerapan green financing dalam pilkada meliputi:14 

Pendanaan Kampanye dari Perusahaan Energi Terbarukan, yaitu : calon kepala daerah 
dapat menerima dana kampanye dari perusahaan energi terbarukan seperti 
perusahaan tenaga surya atau angin. Ini tidak hanya mendukung keberlanjutan 
lingkungan tetapi juga menunjukkan komitmen calon terhadap energi bersih. 

Juga Dana kampanye dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek lingkungan 
lokal seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan program pendidikan 
lingkungan di masyarakat. 

Dalam hal ini  calon kepala daerah dapat bermitra dengan organisasi lingkungan untuk 
mendapatkan dukungan finansial dan teknis dalam mengembangkan dan 
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan lingkungan. 
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Manfaat Green Financing dalam Pilkada15 

Penggunaan green financing dalam pilkada membawa berbagai manfaat, antara lain: 

Mendukung Kebijakan Ramah Lingkungan: Calon kepala daerah yang didukung oleh 
green financing lebih mungkin untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang 
mendukung keberlanjutan lingkungan setelah terpilih. 

Selain itu dapat Meningkatkan Kepercayaan Publik: Dukungan dari sumber pendanaan 
yang ramah lingkungan dapat meningkatkan citra positif calon kepala daerah di mata 
pemilih yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. 

Juga Memastikan Akuntabilitas dan Transparansi: Dengan penerapan prinsip-prinsip 
green financing, penggunaan dana kampanye dapat lebih transparan dan akuntabel, 
mengurangi risiko penyalahgunaan dana. 

Dan terakhir bisa Mendorong Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan: Green financing 
dapat memacu inovasi dalam proyek-proyek lingkungan lokal, mendukung pem-
bangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. 

Dengan memahami dan menerapkan konsep green financing dalam pilkada, calon 
kepala daerah dapat mempromosikan kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan 
berkelanjutan, serta membangun kepercayaan dan dukungan dari pemilih yang peduli 
terhadap masa depan planet ini. 

 

Manfaat Green Financing bagi Kampanye Politik 

Green financing dapat secara signifikan meningkatkan citra positif kandidat dalam 
kampanye politik. Kandidat yang mendapatkan dana dari sumber yang ramah ling-
kungan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan pelestarian ling-
kungan. Ini dapat menarik pemilih yang peduli terhadap isu-isu lingkungan dan keber-
lanjutan.16 

Kandidat yang menggunakan green financing dapat menunjukkan bahwa mereka serius 
tentang perlindungan lingkungan dan berkomitmen untuk mendukung proyek-proyek 
yang ramah lingkungan. Ini dapat membedakan mereka dari kandidat lain yang mungkin 
mendapatkan dana dari sumber yang tidak ramah lingkungan. 

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye dari sumber-
sumber green financing dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kandidat. 
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Pemilih cenderung lebih percaya pada kandidat yang mendukung nilai-nilai lingkungan 
dan berkomitmen untuk menggunakan dana dengan cara yang bertanggung jawab. 

Green financing dapat menarik pemilih muda dan progresif yang lebih peduli terhadap 
isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Kelompok pemilih ini sering kali mencari kan-
didat yang berani mengambil sikap pro-lingkungan dan mendukung kebijakan yang ino-
vatif dan berkelanjutan. 

 

Mendukung Pembangunan Berkelanjutan 

Green financing mendukung pembangunan berkelanjutan dalam berbagai cara. Dengan 
menggunakan dana yang berasal dari sumber ramah lingkungan, kandidat dapat men-
dorong implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan melindungi ling-
kungan.17 

Green financing memungkinkan kandidat untuk mendukung proyek-proyek energi terba-
rukan seperti tenaga surya dan angin. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan 
pada energi fosil yang merusak lingkungan dan mendorong penggunaan energi bersih. 

Dengan dukungan finansial yang ramah lingkungan, kandidat dapat mempromosikan 
kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti 
pengelolaan hutan yang baik, konservasi air, dan pengurangan limbah. 

Pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh green financing dapat meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. 
Ini termasuk pengurangan polusi, peningkatan ruang hijau, dan akses yang lebih baik ke 
sumber daya alam yang bersih. 

Investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan dapat membawa manfaat ekonomi jangka 
panjang dengan menciptakan lapangan kerja hijau dan mendorong inovasi dalam 
teknologi bersih. Ini dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan 
berkelanjutan. 

 

Studi Kasus: Manfaat Green Financing dalam Kampanye Politik 

Pada pemilihan kepala daerah di beberapa kota besar di dunia, penggunaan green fi-
nancing telah membawa hasil yang positif. Misalnya, di kota Portland, Oregon, seorang 
kandidat wali kota yang didukung oleh green financing berhasil mempromosikan ke-
bijakan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang inovatif. Kampanye ini didanai 
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oleh perusahaan energi terbarukan dan organisasi lingkungan, yang membantu 
meningkatkan citra positif kandidat tersebut dan memenangkan kepercayaan publik.18 

Green financing membawa banyak manfaat bagi kampanye politik, termasuk mening-
katkan citra positif kandidat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan 
mengadopsi green financing, kandidat dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap 
lingkungan, menarik pemilih yang peduli terhadap isu-isu lingkungan, dan mendorong 
kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi kampa-
nye politik tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. 

 

Kebijakan Pelestarian Alam oleh Politikus dalam Pilkada 

Untuk penerapan kebijakan pelestaraian dan Green financing oleh politikus dalam 
pilkada, ada beberapa program dan contoh yang perlu diungkapkan di sini.  

Pelestarian hutan adalah salah satu kebijakan paling penting yang dapat diterapkan 
oleh kepala daerah untuk melindungi lingkungan dan memitigasi perubahan iklim. 
Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia, menyerap karbon dioksida dan menyediakan 
oksigen. Selain itu, hutan juga menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna, serta 
mendukung keanekaragaman hayati. 

Untuk melakukan ini ada beberapa langkah Kebijakan Pelestarian Hutan, 
sepertiPenghijauan dan Reboisasi: Melaksanakan program penanaman pohon di area 
yang telah mengalami deforestasi. 

Langkah lain adalah perlindungan Kawasan Hutan Lindung: Meningkatkan perlindungan 
terhadap kawasan hutan lindung dari aktivitas ilegal seperti pembalakan liar dan 
pembukaan lahan untuk pertanian. 

Untuk mensukseskan langkah di atas Edukasi dan Kesadaran Masyarakat juga perlu 
diterapkan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan melalui 
kampanye lingkungan dan program pendidikan. 

Dengan menerapkan pelestarian hutan melalui reboisasi dan perlindungan kawasan 
hutan lindung merupakan langkah penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan 
mengurangi emisi karbon.19 

Program lain adalah pengelolaan sampah yang ramah lingkungan adalah kebijakan 
penting lainnya yang dapat diterapkan oleh kepala daerah. Sampah yang tidak dikelola 
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dengan baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air, 
udara, dan tanah. 

 

Langkah-langkah Kebijakan Pengelolaan Sampah 

Untuk melakukan kebijakan ini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yakni 
Pengurangan, Penggunaan Kembali, dan Daur Ulang (3R): Mendorong masyarakat untuk 
mengurangi produksi sampah, menggunakan kembali barang-barang, dan mendaur 
ulang sampah. 

Langkah lainnya dalah Fasilitas Pengolahan Sampah: Membangun fasilitas pengolahan 
sampah modern yang dapat mengolah sampah menjadi energi atau produk yang 
berguna. 

Juga perlu adanya langkah Program Pengelolaan Sampah di Tingkat Komunitas: 
Mengimplementasikan program pengelolaan sampah di tingkat komunitas dengan 
melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan dan pemilahan sampah. 

Pengelolaan sampah yang efektif tidak hanya mengurangi pencemaran lingkungan 
tetapi juga dapat menghasilkan energi dan bahan baku yang bermanfaat 

 

Energi Terbarukan 

Menggunakan energi terbarukan adalah salah satu cara terbaik untuk mengurangi 
ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kepala 
daerah dapat mendorong penggunaan energi terbarukan melalui berbagai kebijakan. 

Langkah-langkah kebijakan energi terbarukan adalah Pembangunan Infrastruktur Energi 
Terbarukan dengan mendukung pembangunan infrastruktur seperti panel surya, turbin 
angin, dan pembangkit listrik tenaga air. 

Disiapkannya Insentif untuk Penggunaan Energi Terbarukan dengan memberikan 
insentif bagi rumah tangga dan bisnis yang beralih ke energi terbarukan. 

Diperlukan juga Edukasi dan Promosi dengan cara mengedukasi masyarakat tentang 
manfaat energi terbarukan dan mendorong penggunaannya melalui kampanye publik. 

Dalam hal ini, Investasi dalam energi terbarukan tidak hanya membantu mengurangi 
emisi karbon tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan.20 
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Contoh Kebijakan Pelestarian Alam oleh Kepala Daerah di Jawa Tengah 

Di Jawa Tengah, kepala daerah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk 
melestarikan hutan dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. 
Salah satu contohnya adalah program "Jateng Ijo Royo-Royo," yang berfokus pada 
penghijauan dan reboisasi di kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan.21 

Langkah-langkah yang Diambil dalam program di atas adalah Program Penanaman 
Pohon, dengan melaksanakan program penanaman jutaan pohon di kawasan hutan 
yang terdegradasi. Program ini melibatkan partisipasi masyarakat, sekolah, dan 
organisasi non-pemerintah. 

Juga upaya perlindungan terhadap hutan lindung dari aktivitas ilegal seperti 
pembalakan liar. Ini dilakukan dengan meningkatkan patroli hutan dan memberdayakan 
masyarakat setempat sebagai penjaga hutan. 

Serta dilakukan Kampanye Kesadaran Lingkungan dengan mengadakan kampanye 
kesadaran lingkungan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hutan bagi 
kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kampanye ini mencakup kegiatan pendidikan di 
sekolah dan komunitas. 

Kebijakan pelestarian alam oleh politikus dalam pilkada sangat penting untuk 
memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Contoh 
kebijakan seperti pelestarian hutan, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, dan 
penggunaan energi terbarukan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. 
Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, kepala daerah tidak hanya 
dapat melindungi lingkungan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan 
mendorong pembangunan berkelanjutan. 

 

Studi Kasus Sukses: Kebijakan Ramah Lingkungan oleh Kepala Daerah 

Surabaya, sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, telah menjadi contoh keberhasilan 
penerapan kebijakan ramah lingkungan di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini, yang 
menjabat sebagai Walikota dari 2010 hingga 2020. Risma, sapaan akrabnya, dikenal 
dengan berbagai inisiatif lingkungan yang inovatif dan efektif.22 

Inisiatif Ramah Lingkungan yang dilakukan Risma adalah Pengelolaan Sampah. 
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Risma memperkenalkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan 
masyarakat dalam pemilahan sampah di sumbernya. Hal ini dilakukan melalui program 
“Bank Sampah” yang mengajak warga menukarkan sampah dengan uang. 

Juga dilakukan Pembangunan instalasi pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-
energy) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo yang mampu mengolah sampah 
menjadi listrik. 

Program lainannya adalah Penghijauan Kota. Program ini dilaksanakan dengan 
penanaman pohon secara masif di seluruh kota, termasuk pembuatan taman kota dan 
ruang terbuka hijau. Taman Bungkul, salah satu taman yang terkenal di Surabaya, 
menjadi ikon kota yang memenangkan penghargaan internasional. 

Sejalan dengan kegiatan tersebut di atas dikembangkan jalur hijau di sepanjang jalan 
utama kota dan memanfaatkan lahan-lahan terbengkalai untuk dijadikan taman 
komunitas. 

Transportasi Ramah Lingkungan merupakan kegiatan Risma dengan implementasi 
program transportasi ramah lingkungan seperti Bus Suroboyo, yang menggunakan 
sistem pembayaran dengan sampah plastik. 

Dengan kegiatan dan program yang sudah dilakukan oleh wali kota Surabaya ini maka 
ada beberapa dampak Positif Kebijakan tersebut terhadap Lingkungan dan Masyarakat. 

Program dan kegiatan di atas menyebakan Dampak positif terhadap lingkungan seperti 
Pengurangan Volume Sampah. Dengan program pengelolaan sampah yang komprehen-
sif, Surabaya berhasil mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA secara signifikan. 
Program Bank Sampah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilahan sam-
pah, yang berdampak pada peningkatan daur ulang dan pengurangan sampah. 

Selain dampak di atas, penghijauan kota dan peningkatan ruang terbuka hijau telah 
berkontribusi pada peningkatan kualitas udara di Surabaya. Pepohonan dan taman kota 
membantu menyerap polutan dan meningkatkan oksigen, yang sangat bermanfaat bagi 
kesehatan warga. 

Dengan adanya Energi Terbarukan dari sampah Instalasi waste-to-energy di TPA Be-
nowo mampu menghasilkan listrik dari sampah, mengurangi ketergantungan pada ba-
han bakar fosil dan memberikan sumber energi terbarukan bagi kota. 

Selain dampak positip terhadap lingkungan, program ini juga punya Dampak terhadap 
masyarakat, seperti Peningkatan Kesehatan dan Kualitas Hidup. Dengan kualitas udara 
yang lebih baik dan lingkungan yang lebih hijau, warga Surabaya menikmati peningkatan 
kesehatan dan kualitas hidup. Ruang terbuka hijau menyediakan tempat rekreasi yang 
sehat dan menyenangkan bagi masyarakat. 



 

 

Juga menimbulkan peningkatan Kesadaran Lingkungan masyarakat. Program-program 
lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat telah meningkatkan kesadaran 
lingkungan di kalangan warga. Edukasi tentang pemilahan sampah dan pentingnya pe-
lestarian lingkungan membuat masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap ling-
kungan mereka. 

Dampak ikutan yang juga terjadi adalah Peluang Ekonomi Baru. Inisiatif seperti bank 
sampah tidak hanya membantu mengelola sampah tetapi juga memberikan peluang 
ekonomi baru bagi masyarakat. Warga bisa mendapatkan penghasilan tambahan 
dengan menukarkan sampah yang mereka kumpulkan. 

Kebijakan ramah lingkungan yang diterapkan oleh kepala daerah seperti di Surabaya 
menunjukkan bagaimana kebijakan yang inovatif dan komprehensif dapat membawa 
dampak positif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat. Program-program 
seperti pengelolaan sampah yang terpadu, penghijauan kota, dan transportasi ramah 
lingkungan telah berhasil meningkatkan kualitas hidup warga dan melindungi 
lingkungan. Kesuksesan ini dapat menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dan 
dunia untuk menerapkan kebijakan yang serupa. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Dengan melihat persoalan, pembahasan dan keterangan mengenai Pilkada dan Green 
financing atau pendanaan hijau di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni 
Pentingnya Green financing dalam Kampanye Politik. Green financing memiliki peran 
yang sangat penting dalam kampanye politik. Dengan menggunakan dana dari sumber-
sumber yang ramah lingkungan, calon kepala daerah dapat menunjukkan komitmen 
mereka terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Green financing juga mem-
bantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang sering kali terkait dengan 
pendanaan tradisional. 

Hal lain, kebijakan pelestarian alam yang diterapkan oleh politikus dapat memberikan 
dampak positif yang signifikan. Ini termasuk perlindungan hutan, pengelolaan sampah 
yang ramah lingkungan, dan penggunaan energi terbarukan. Kebijakan-kebijakan ini 
tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
dan mendorong pembangunan berkelanjutan. 

Pendanaan yang ramah lingkungan dapat mendorong implementasi kebijakan publik 
yang berkelanjutan. Dengan mendapatkan dukungan finansial dari sumber-sumber 
green financing, politikus dapat lebih mudah menerapkan kebijakan yang mendukung 
pelestarian alam dan keberlanjutan. 

Dari kesimpulan tersebuat di atas, maka ada beberapa rekomendasi yang patut 
disampaikan di sini, seperti Mendorong Partisipasi Perusahaan dalam Green financing. 



 

 

Penting untuk mendorong lebih banyak perusahaan untuk berpartisipasi dalam green 
financing. Perusahaan-perusahaan dapat memberikan dukungan finansial kepada kan-
didat yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Ini tidak 
hanya mendukung kampanye politik yang ramah lingkungan tetapi juga memperkuat 
citra perusahaan sebagai pendukung keberlanjutan. Partisipasi perusahaan dalam 
pendanaan hijau sangat esensial dalam mempromosikan pendanaan hijau dalam kam-
panye politik dan memperkuat tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan yang terli-
bat.  

Pemilih perlu diedukasi tentang pentingnya green financing dan kebijakan pelestarian 
alam. Kampanye pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dam-
pak positif dari pendanaan yang ramah lingkungan dan mendorong mereka untuk men-
dukung kandidat yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. 

Untuk memastikan keberlanjutan dalam pendanaan politik, Indonesia perlu menga-
dopsi green financing sebagai standar. Ini termasuk regulasi dan insentif untuk men-
dorong kandidat politik menggunakan dana dari sumber-sumber yang ramah ling-
kungan. Dengan demikian, pendanaan politik dapat menjadi lebih bertanggung jawab 
terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa green financing adalah alat yang kuat untuk mendukung 
kampanye politik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan mendorong 
partisipasi perusahaan, mengedukasi pemilih, dan mengadopsi green financing sebagai 
standar dalam pendanaan politik, kita dapat memastikan bahwa kebijakan publik yang 
dihasilkan akan lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mendukung pem-
bangunan berkelanjutan. Dukungan yang berkelanjutan ini akan memberikan manfaat 
jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat. *** MG 
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